
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
I IOMOR: 3  TAHUN2005

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2OI]4

DENGAN RAHMAT TUHAN }'AI{G MAHA ESA

' BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun
Anggaran 2004, perlu di lakukan perhitungan terhadap
Arrggaran Pendapatan dan Belan ja Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Meng inga t  :  1 . Undang-Undang Nomor  13 ' fahun 1950 ten tang pembentuk
an Daerah-daerah Kabupaten  da lam l ingkungan prov ins i
Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor  12  Tahun 1gB5 ten tang pa jak  Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara  Repub l ik  Indones ia
Tahun '1985 Nomor  68 ,  Tambah i :n  Lembaran Negara
Repub l ik  lndones ia  Nomor  3312)  sebaga imana te lah
d iubah dengan Undang-undang Nomor  12  Tahun 1gg4
(Lembaran Negara Repr.rbl ik Indorresia Tahun 19g4 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republ ik lndonesia
Nomor  3569) ;

Undang-Undang Nomor  1B Tahun 1gg7 ten tang pa jak
Daei 'ah dan Retr ibusi  Daerah (Lernbaran Negara Republ ik
Indones ia  Tahun 1997 Nomor  41 ,  Tambahan l_embaran
Negara Republik lndonesia Nomor 368.5) s.ebagainrana
telah diubah dengan Undang- 'Undang Nornor 34 J 'ahun
2000 (Lembaran Negara Republ ik lndonesi 'a 

' fahun 
2000 _.  ,

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Nomor 4048);  ,

2.

3 .

4. Undang-Undang Nomor  21
Perolehan Hak Atas Tanah
Negara  Repub l ik  Indones ia
Tambahan Lembaran Negara
36BB) ;

Talrun 1997 tentang Bea
dan Bangunan (Lembarar r
Tahun 1997 Nomor  44 ,
Republ ik lndonesia Nomor
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5.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi,  Kolusi dan l{epotisme (Lembaran Negara
Republ ik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,  Tarnbahan
Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 3851) ;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional  (Lembarah Negara Republ ik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran
Negara Republ ik Indonesia Nornor 3952);

7 .  Undarrg-Undang Nomor 10 Tahun 2OO4 tentarrg
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republ ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Neoara Reoubl ik Indonesia Nomor
a3Be);

B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik
lndonesia Tahun 2004 Nomor.125,  Tambahan Lembaran
Negara Republ ik lndonesia Nornor 4a37);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik
lndonesia Tahun 2004 Nornor i26, Tambahan Lembaran
Negara Republ ik Indonesia Nomor a43B);

10. Peraturan Pemerintah Republ ik Indonesia Nomor 104
Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republ ik Indonesia Tahun 2q00 Nornor'  402-1) sebagaimana
telerl t  diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor B4
Tahun 2001 (Lembaran Negara Republ ik  lndonesia Tahun
2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4165) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daeralr
(L'ernbaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2000 Nomor
202 , Tambahan Lembaran Negara Nomor a022);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republ ik lndonesia
Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Neqara
Republ ik Indonesia Nomor 402\;

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran 

-"

Negara Republ ik lndonesia Tafrun 2000 Nomor 209,
Tambahan Lembaran Nlegara Republ ik  Indonesia Nomor
4027)',

11.

12.

t u .
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Peraturan Pemerintah Nomor 109 "fahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Waki l  Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republ ik  lndonesia Tahun 2OO0
Nomor 210,  Tambahan Lembaran Neqara Republ ik
I ndo,nesia Nornor a02B);

Peraturan Pemer in tah Nomor 65 Tahun 2OO1 tentang pajak
Daera l r  (Lembararr  Negara lRepubl ik  Indonesia Tal run 2001
Nornor  1  18,  Tambahan l -embaran Negara Reprrb l ik
Indones ia  Nomor  4138) ;

Peraturan Pemerintah Nomor OO Talrun 2OO1 tentang
Retr ibus i  Daerah (Lembaran NeEara Republ ik  Indonesi i
Tahun 2001 Nomor 119,  Tambahan Lembaran Negara
Republ ik  Indonesia Nomor 4139) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan
Anggota Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2004 Nomor g0) ;

Keputusan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 2g Tahun 2AOz
tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perh i tungan Anggaran pendapatan Can
Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun
2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2004: ( Lenrbaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2004 Nomor 1 Seri  A.1 )

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun
2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004; ( Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2004lr lomor 22 Seri  A,5)

'15 .

I t l

17.

18 .

19 ,

20.

Dengan Persetujuan Bersarna

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
oan

BUPATI I(ARANGANYAR

MEMUTUSI<AN

Menetapkan PERATURAN DAERAH 'TENTANG 
PERHITUNGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH- IN I  
I I JN  NNGGARNN 2OO4

r.--



Pasal 1

Real isas i  Anggaran
Tahun Anggaran 2004

b l  Pehdapatan

b.  Be lan ja

Surp lus

c .  Pernb iayaan :

-  Pener imaan Rp

-  Penge luaran Rp

a. Anggaran Belanja
setelah Perubahan

b. Real isasi

Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagai  ber ikut  :

Rp 373.132,453,105,00

Rp 351 .188 .875 .873 ,00

Rp 21,943.577.232,00

28.280 .459 .228,00

50.224.036.460,00

Rp 358. ' /41 .255.000,00

Rp 373. 132.453.'1 05,00

Rp 382.616.232.760,00

Rp 351 .188 .875 .873 ,00

(Def is i t ) (Rp 21.943.577 .232,00)

)asal  2

(1)  Sel is ih  anggaran dengan rea l isas i  pendapatan se jumlah
Rp.  14.391. '198.105,00 dengan r inc ian sebagai  ber ikut  :

a. Anggaran Pendapatan
sete lah Perubahan

b.  Real isas i

Sel is ih  leb ih Rp '14 .391 .198 . '105 ,00

(2) Sel is ih anggaran dengan real isasi  belanja sejumlah
. Rp. 31.427.356.887,00 ciengan r incian sebagai  ber ikrr t  :

Sel is ih  (kurang) (Rp 31.427 .356.887,C10)

(3) Sel isih anggaran dengan real isasi surplus/defisiL. ,
se jurn lah Rp.  1 .931.400.528,00 dengan r inc ian sebagai
berikut :
a. Defisi t  setelah Perubahan (Rp 23.874.97 7,760,00)

b.  Real isas i  Rp 21.943.577.232,00

Sel is ih  (kurang) (Rp 1.931.400.528,00)
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(4) Sel isih anggaran dengan real isasi pembiayaan
sejumlah Rp.  45.818.554.992,00 dengan r inc ian sebagai
berikut :
a. Pener imaan

. ,  . .  L  1 )  Sete lah  perubahan

2) Real isasi

Se l i s ih  leb ih

b. Pengeluaran
1)  Sete lah  perubahan

2)  Rea l isas i

Rp 0,00

Sel is ih  (kurang) (Rp 45.81 8.554.992,00)

Pasal 3

(1 )  Berdasarkan perhi tungan real isasi  AnggaranPendapatan
dan Be lan ja  Daerah sebaga inrana d imaksud da lam
Pasa l  1 ,  pos is i  keuangan pada tangga l  31  Desember
Tahun 2004 yang di tuangkan dalam Neraca Daerah
sebagai  ber ikut :

a .  Jumlah Ak t iva

b .  Jumlah Utang

c .  Jumlah Eku i tas  Dana

a.  Sa ldo  Kas
1 Januar i  2404

b.  Jumlah Pener imaan Kas

c .  Jumlah Penge luaran Kas

d.  S isa  Perh i tungan Tahun
Anggaran 2004

28.280.459.228,00

28.280.459.228,00

4.405.481.468,00

50.224.036.460,00

652.096.58'1 .592,00

L417.854.099,20

650.678.727 .492,80

Rp 28.280.459. i28,00

Rp373.132.453.105,00

Rp 401 .412.912.333,00 . . '

(Rp35 1,7 82,629.054,00 )

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

(2) Berdasarkan perhitungan real isasi AnggaranPendapatan
dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, Saldo l(as Daerah pada tanggal 31 Desember
Tahun 2004 yang dituangkan dalam Laporan Al iran Kas

. sejumlah Rp 49.630.283.279,00, dengan r incian sebagai
berikut :

Rp 49.630.283.279,00
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Pasal  4

Perh i tungan Anggaran Pendapatan dan Belan ja Daerah
di jelaskan lebih lanjut tersebut dalam lampiran Peraturan

., I)aerah ini ,  yang ierdir i  dari  :
1 .  Lampiran |  :  Laporan Perh i tungan APBD.
2. Lampiran l l  :  Nota Perhitungan APBD.
3. Lampiran l l l  :  Laporan Al iran Kas.
4,  Lamoiran lV .  Neraca Daerah.

Pasal 5

Lampiran -  lampiran sebagainrana tersebut pada Pasal  4
merupakan bagian yang t idak terpisahl<an dar i  Peraturan
Daerah in i .

Pasal  6

Peraturan Daerah in i  mulai  ber laku pada ianggal
d iundangkan.

Agar set iap orang dapat ntengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah in i
dengan penempatannya dalanr l -embaran Daerah
Kabupaten Karanganyar.  :

Karanganyar
30 . i ier 2005

Hj.  RrNA

Diundangkandi Karanoenvar
sa k; t aos

S DAERAH
RANGANYAR

DS

LEMBAR.AN DAERAH KABUPATEI.I
TAHUN 2OO5 NOMOR s

ANINGSIH,SPd. , fu I .HUM

KARANGANYAR


